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. bahwa Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, -
‘dan Lembaga adat yang diakui keberadaannya dan

digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan
yang = ditumbuhkembangkan, berkua11ﬁkas1 serta
berkepribadian masyarakat Kabupaten Konawe Utara

-perlu di budayakan, dilestarikan dan di kembangkan.

bahwa nilai-nilai, cilri-.ciri BUdaya kepri.badiahv

masyarakat merupakan faktor strategis dalam upaya
mengisi dan membagun jiwa wawdsan serta semangat
masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

bahwa sehubungan déngan | ‘upaya pemberdayaan,

pelestarian, pengembangan adat-istiadat dan lembaga

adat dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan

. Bupati Konawe Utara

. Undang—Undang ‘Nomor. 33 Tahun 2004 tentang
. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
~ Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159 .

Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
4587); ’ ‘

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Kohawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

4689);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indones1a Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran

- Negara Repubhk Indones1a ‘Nomor 5584);



Menetapkan

10.

13

Undang- Undang RI Nomor 6 tentang Desa (lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5495);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang

peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 123, tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5539); '

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala
Desa; '
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 56 tahun 2015 Tentang Kode dan Data W11ayah
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1
tahun 2015 Tentang Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7
Tahun 2015 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara
Tahun 2016.

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 tahun 2015
Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa di
Kabupaten Konawe Utara tahun 2015

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PENGEMBAGAN ADAT

ISTIADAT DAN LEMBAGA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara

2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia :



. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan
keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan
pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan
masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati
‘dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola
dan perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan
- masyarakat tersebut

. Kebiasaan - kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola
kehidupan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang
merupakan. sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya
dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana
diakui keakrabannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga
masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat
tersebut. v

. Lembaga adat adalah sebua organisasi kemasyarakatan, baik yang
sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan
berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau
dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum
dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut,
serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan
menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan
mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku

. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan
keberdayaan adat istiadat kebiasaan-kebiasaan, dan lembaga adat
dapat lestari dan makin kokoh, sehingga berperan positif dalam
pembagunan dan berguna bagi mayarakat yang bersangkutan sesuai
dengan tingkat kemajuan dan perkembagan zaman.

. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai
budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika,
moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat dan kebiasaan-
kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya
tetap terjaga dan berlanjut.

. Pengembagan adalah upaya yang terencana terpadu dan terarah agar
“adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat
berubah  sehingga mampu  meningkatkan  perannya  dalam
pembangunan sesuai dengan perubahan social budaya dan ekonomi
yang seda-ng berlaku '

10.Wilayah adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat itu

tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penjaga keberadaan
adat istiadat Desa yang bersangkutan

11.Hak adat adalah untuk hidup didalam memamfaatkan sumber daya -

yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana
tercantum dalam lembaga adat yang berdasarkan hukum adat yang
berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu

12.Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran

hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola sosial
budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.



BAB I
MAKSUD DAN ’I‘UJ UAN

Pasal 2

Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelééfarian serta pengembangan

adat. istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat
. sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah untuk meningkatkan

perananan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat,

dan lembaga adat diDaerah dalam menunjang kelancaran

penyelenggdraan pemerintahan, kelansungan pembangunan, dan

peningkatan ketahanan nasional, serta turut mendorong upaya
' mensejahtefakan warga masyarakat setempat

Pasal 3

Tujuan . pemberdayaan, pelestarian. dan pengembagan lembaga adat

Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai berikut.

(1) Tujuan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat
istiadat dan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan manusia

. dan membentuk suatu wadah lembaga yang menggarah pada

tatanan. kehidupan. suatu - masyarakat yang tidak merubah nilai,

_ kaidah dan kegiatan sosial yang tumbuh dan berkembang agar lebih

berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kelancaran
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

' (2) Tujuan pelestarian adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk

mempertahiankan: mlm-m-lal- kaidah' dan norma-norma kegiatan

" sosial yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dan dapat

. menunjang kelansungan pembangunan dan ketahanan sosial;

(3) Tujuan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat adalah untuk
meningkatkan peran dan fungsi lembaiga adat dan pelestarian adat
istiadat di Desa dalam menunjang kelancaran pembangunan dan
ketahanan nasional C

(4) Tujuan pembmaan adalah untuk memngkatkan sﬂcap positif
terhadap adat istiadat dan lembaga adat dapat ‘mencapai tarap
hidup masyarakat yang lebih baik.

BAB I

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA ADAT
Pasal 4
Lembaga  adat  berkedudukan ~ sebagai wadah  organisasi
permusyawaratan / permufakatan oleh ketua Adat, pemangku adat

pemuka-pemuka adat berada diluar susunan organisasi pemerintah
- Daerah, Kabupaten Konawe Utara -



Pasal 5

(1) Lembaga-édat mempunyai tugas sebagai berikut : -

a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada
pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut
hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan — kebiasaan masyarakat

" b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat

‘dan, kebiasaan-kebiasaan dalam menunjang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan 'pcmbangunan ‘dan  pembinaan
- kemasyarakatan :
c. Menciptakan. hubungan yang demokraus serta Objektlf antara
ketua Adat atau pemuka adat dengan aparat pemenntah di

Daerah .

(2) Jika ada perbedaan pendapat dengan aparat pemerlntah di Daerah,

perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mupakat apabila
"tidak berhasil diselesaikan, supaya penyelesalyan dilakukan oleh
pemerintah dan lembaga adat yang lebih tlnggl tingkatannya dengan
memperhatlkan kepentingan masyarakat adat setempat

| (3) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana.yang dimaksud dalam
ayat (1) lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-:

kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan

. strategi = untuk mendukung kelancaran =~ penyelenggaraan

* pemerintahan, dan mendukung  keberhasilan pembinaan
. kemasyarakatan.

BAB IV
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Lembaga adat mempunyai hak, wewenang sebagai berikut :

a.

b

Mewakili masyarakat adat keluar  yakni dalam hal-hal yang
menyangkut kepentingan masyarakat hukum adat :

Mengelolah -hak-hak adat dan atau' kekayaan adat untuk
meningkatkan ‘kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang

. lebih layak dan lebih baik
' Menyelesalkan perselisihan yang menyangkut perkara adat 1st1adat

dan kebiasaan — kebiasaan masyarakat. sepanjang penyelesaian itu

" tidak . bértentangan dengan peraturan perundang-undangan yang .
“berlaku -



Pasal 7

Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut
a. Membantu  kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan
terutama dalam pemampaatan hak-hak adat dan harta kekayaan
lembéga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan
_ mdsyarakat adat setempat
b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat
memberikan' peluang kepada - aparat pemerintah, dalam
" melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih; dan beribawah, pelaksanaan pembangunan yang lebih
berknélitas dan pembinaan masyarakat yang 'handal dan
demokratis ' - ' :
"c. Menciptakan stiasana yang dapat menjamin tetap terpeliharannya
 kebinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan
kesatuan bangsa :

BABV :
- PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN
SERTA PEN.GEMBAGAN. ADAT ISTIADAT

Pasal 8

Pemberdayaan, pelestarian dan péngembé\ngan adat istiadat / kebiasaan
masyarakat dan lembaga adat diDaerah dilakukan bersama den gan

a. Bupati Konawe Utara

Camat di Kecamatan

Kepala Desa / Kepala Kelurahan

Ketua Adat / Pemangku Adat / Pemuka-pemuka adat

pe o

Pasal 9

Dalam- wusaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian, dan
pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan
lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pemerintah Daerah
ni, dapat menetapkan sebagai kebijaksanaan dan / atau langkah-
" langkah yang :berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman
kepada peraturan Bupati ini setelah dimusawarahkan dengan pimpinan
atau pémuka adat di Daerah



Pasal 10

Gunah memantapkan pelaksanaan pemberdayaan dan pelestarian serta
pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan
lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pasal 3, Bupati berkewajiban
mendorong dan membantu tersediahnya sarana dan prasarana yang
memadai bagi terselengaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam
menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakat.

Pasal 11

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan terhadap adat

istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal, 7, diarahkan pada hal-hal
sebagai berikut : ' _

(a) Pembagunan manusia  seutuhnya  melalui  penyelengaraan
pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan dan . pembinaan
kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku

(b) Terwujudnya pelestarian kebudayaan Daerah, baik dalam upaya
memperkaya kebudayaan Daerah maupun' dalam  rangka
mempéi‘kaya Khasanah kebudayaan nasional

(c) Terciptanya kebudayaan Daerah yang menunjang kebudayaan
nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradap sehingga
mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing

~ yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif

Pasal 12

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat,
kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 terutama ditujukan kepada adat istiadat dan
kebiasaan - kebiasaan masyarakat yang masih hidup melembaga
maupun yang mengalami kemorosotan '

Pasal 13

Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan

adat istiadat, kebiasaan — kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat,

harus mendorong terciptanya:

a. Sikap demokratis, adil, dan objektif dikalangan aparat pemerintah -

- dan masyarakat yang bersangkutan

b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah
lain dan budaya asing yang positif

c. Integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa



BAB VI
ORGANISASI

Pasal 14

Susunan organisasi Lembaga Adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
‘mendapatkan persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BAB VII
"PEMBINAAN

Pasal 15

" Dalam usaha melestarikan adat istiadét serta memperkaya Khasanah
- kebudayaan masyarakat, aparatur pemerintah pada semua tingkatan

mempunyai- kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat

istiadat ~ yang hidup dan bermampaat dalam pembangunan dan
ketahanan nasional '

BAB VIII
PEMBIVAAN
Pasal 16
Guna menunjang =~ keberhasilan pemberdayaan, pelestarian . dan
pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan
~lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 peraturan Bupati
ini bersumber dari APBD Kabupaten dan penerimaan lainnya yang syah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABIX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP .

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sep_anjahg-

.mengenai teknis pelaksanannya, akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati. ' ’



Pasal 18

Perturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal 1A -9 - 2016
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Diundangkan di . ;. Wanggudu .
/,Pla‘.(.i%\ga\_nggal 1 29 - 9 - 2016
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PENJELASAN

ATAS
'PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERDAYAAN PELESTARIAN, PENGEMBANGAN, ADAT ISTIADAT DAN

L.

II.

LEMBAGA DFSA

UMUM

1.

Penjelasan undang-undang - nomor 22 tahun 1999 tentang
pemerintahan Daerah telah memberikan kewenagan Kepala Desa
untuk membentuk Lembaga kemasyarakatan Desa sesuai
kebutuhan Desa, Lembaga dimaksud merupakan  mitra
Pemerintah Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa
Adat iStiadat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah

. selama berabad-abad telah memberikan keuntungan yang sangat

berharga terhadap kelansungan kehidupan masyarakat,

- perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Nasional, Daerah

dan Desa

Adat Istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup serta
dipertahankan didalam . pergaula_n hldup sehari-hari dalam
masyarakat:

Pemberdayaan pelestarian danpengembangan Adat Istiadat
adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan

adat istiadat yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan

dan kehidupan social kemasyarakatan

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cuk,up'J elas

- Pasal 2 Cukup Jelas

~ pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Lembaga Adat merupakan Lembaga Kemasyarakatan- yaing

merupakan mitra kerja pemerintah Desa, dengan tugas
memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat
. istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat

"Pasal 5 '. Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup' Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas -

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

- Pasal 10 Cukup Jelas



Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup Jelas
Pasai 13 Cukup Jelas

Pasal 14 susunan Organisasi Lembaga Adat disesuaikan Kebutuhan,
dengan memperhatikan strata ‘atau tingkatan adat yang
ada di Desa :

Pasal 15 Cukup Jelas |

Pasal '16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

'Pasgl 18 Cukup Jelas

TAMBAHAN  BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 2 '



